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Menimbang

Mengingat

DIREKSI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI INDONESIA,

bahwa dalam rangka penerapan Good Corporate Governance
serta guna lebih mengefektifkan implementasi  Whistle-
Blowing System di Perusahaan, maka dipandang perlu untuk
melakukan penyempurnaan atas kebijakan Whistle-Blowing
System yang telah ada di lingkungan Perusahan;

bahwa Perusahaan telah melakukan kerjasama dengan KPK
tentang  Penanganan  Pengaduan  dalam  Upaya
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi melalui aplikasi WBS
INTI dan KPK;

bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas, maka
dipandang perlu menetapkan Keputusan Direksi tentang
Kebijakan Whistle-Blowing System;

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan
Usaha Milik Negara dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun
2007 tentang Perseroan Terbatas;

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1974 tentang
Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk
Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Industri
Telekomunikasi sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 52 tahun 2002 tentang Penyertaan Modal Negara
Republik Indonesia ke dalam Modal Saham PT Dirgantara
Indonesia, PT PAL Indonesia, PT Pindad, PT Dahana, PT
Krakatau Steel, PT Barata Indonesia, PT Boma Bisma Indra,
PT Industri Kereta Api, PT Industri Telekomunikasi Indonesia
dan PT LEN Industri dan Pembubaran Perusahaan Perseroan
(Persero) PT Bahana Pakarya Industri Strategis;

Anggaran Dasar PT INTI (Persero) sebagaimana dituangkan
dalam Akta Notaris Pengganti Warda Sungkar Alurmei, 5.H.,
Nomor: 322 tanggal 30 Desember 1974 dan telah disahkan
oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor:
Y.A.5/273/10 tanggal 1 Agustus 1975 dan telah diumumkan
dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor:
97 tanggal 5 Desember 1975, sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Akta Notaris Dr. Yurisa
Martanti, S.H., M.H.,, Nomor: 13 tanggal 8 April
2021 dan atas  perubahan tersebut telah  diberitahukan
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